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Abstract 

This study aims to analyze the effects of tax services, tax knowledge, 

and tax penalties on public compliance with the payment of the Rural 

and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Ammat Induk Village, 

Tampan’Amma District, Talaud Islands Regency. This study employed a 

quantitative method, with data collected through questionnaires. The 

data were analyzed using multiple linear regression with the assistance 

of SPSS version 29. The results show that tax services and tax knowledge 

have positive and significant effects on tax compliance, while tax 

penalties have no significant effect. Simultaneously, all three variables 

have a significant effect on public compliance with PBB-P2 payments. 

These findings indicate that improving tax compliance requires better 

tax services and increased public tax knowledge. 

 

Keywords: Tax Services, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Compliance 

in Paying PBB-P2 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pelayanan pajak, 

pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan 

masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) di Desa Ammat Induk, Kecamatan Tampan’Amma, 

Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian menggunakan metode 

kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Data dianalisis 

menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 29. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pajak dan pengetahuan 

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, 

sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, 

ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat 

dalam membayar PBB-P2. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan 

kepatuhan perlu didukung oleh pelayanan pajak yang baik dan 

peningkatan pengetahuan perpajakan masyarakat. 

 

Kata Kunci: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, 

Kepatuhan Membayar PBB-P2. 
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1. Pendahuluan 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan daerah yang berperan 

penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah 

satu jenis pajak daerah yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena 
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itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 diperlukan untuk 

mendukung optimalisasi penerimaan daerah. 

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pelayanan 

pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak. Pelayanan yang mudah dan jelas dapat 

membantu masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan pengetahuan 

perpajakan berperan dalam meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan dan tata cara 

pembayaran pajak. Di sisi lain, sanksi pajak diterapkan untuk mendorong kepatuhan terhadap 

peraturan yang berlaku. Namun, efektivitas ketiga faktor tersebut dapat berbeda sesuai dengan 

kondisi masyarakat dan lingkungan setempat. 

Permasalahan kepatuhan pembayaran PBB-P2 juga menjadi perhatian di Desa Ammat 

Induk, Kecamatan Tampan’Amma, Kabupaten Kepulauan Talaud. Berdasarkan data Kantor Desa 

Ammat Induk, jumlah penetapan PBB-P2 menurun dari Rp7.254.567 pada 2023 menjadi 

Rp6.336.896 pada 2024 dan Rp4.995.252 pada 2025. Sementara itu, realisasi penerimaan 

tercatat sebesar 99,12% pada 2023, 97,53% pada 2024, dan 98,95% pada 2025. Meskipun 

persentase realisasi relatif tinggi, masih terdapat selisih antara penetapan dan realisasi, yaitu 

Rp63.390 pada 2023, Rp156.392 pada 2024, dan Rp52.000 pada 2025. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan jumlah 

yang ditetapkan. 

Kondisi wilayah kepulauan, keterbatasan akses pelayanan, serta perbedaan pemahaman 

masyarakat mengenai perpajakan berpotensi menjadi tantangan dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar PBB-P2 di Desa Ammat Induk, Kecamatan Tampan’Amma, Kabupaten 

Kepulauan Talaud. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan pelayanan dan edukasi perpajakan serta mendorong kepatuhan masyarakat 

dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2. 

 

2. Tinjauan Pustaka  

 

Teori Atribusi 

Attribution theory (teori sifat) adala salah satu proses pembentukan kesan. Penjelasan 

mengenai penyebab perilaku dari seseorang atau diri sendiri merupakan pengertian dari atribusi 

(Wardani et al., 2023). Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab 

perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya 

sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan 

tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Heider, F 1958). 

 

 Akuntansi   

Menurut Kieso et al. (2022:4), akuntansi merupakan bahasa bisnis yang berfungsi 

mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan informasi keuangan kepada pihak yang 

berkepentingan. Sejalan dengan itu, Weygandt et al. (2022:3) menjelaskan bahwa akuntansi 

merupakan sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa 

ekonomi suatu organisasi. Dengan demikian, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai sarana 

pencatatan transaksi, tetapi juga menyediakan informasi keuangan yang menjadi dasar 

pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi. 

 

 

Akuntansi Perpajakan 
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Menurut Ryketeng et al. (2025:3), akuntansi perpajakan merupakan bagian dari sistem 

informasi akuntansi yang membantu entitas usaha memenuhi kewajiban perpajakan melalui 

pencatatan, perencanaan, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan. Sementara itu, Supriyadi et 

al. (2024:5) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan berlandaskan peraturan perundang-

undangan sehingga penerapannya harus dilakukan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 

Pengertian Pajak 

Perpajakan sebagaimana telah diubah, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan 

untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur berbagai aspek perpajakan, termasuk ketentuan 

umum, pajak penghasilan, serta pajak pertambahan nilai.  

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2023:3), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran umum. Sejalan dengan itu, 

Pangerapan et al. (2023:1) menjelaskan bahwa pajak merupakan pengalihan harta dari sektor 

individu atau swasta kepada pemerintah tanpa imbalan langsung. Dengan demikian, pajak 

memiliki dasar hukum yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh setiap wajib pajak sesuai 

ketentuan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat mengakibatkan 

pengenaan sanksi berdasarkan peraturan perpajakan. 

 

Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2023:5), pemungutan pajak harus memenuhi lima syarat, yaitu 

keadilan, kepastian hukum, tidak menghambat kegiatan ekonomi, efisiensi, dan 

kesederhanaan. Keadilan berarti pajak dikenakan sesuai ketentuan dan kemampuan wajib 

pajak. Kepastian hukum mengharuskan pemungutan pajak berlandaskan peraturan yang 

berlaku. Syarat ekonomis menekankan agar pajak tidak menghambat aktivitas ekonomi 

masyarakat, sedangkan efisiensi menghendaki biaya pemungutan lebih rendah daripada 

penerimaan yang diperoleh. Selain itu, sistem pemungutan yang sederhana diperlukan agar 

masyarakat lebih mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. 

 

Jenis Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pajak daerah dibedakan menjadi pajak 

provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan Opsen Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Sementara itu, pajak kabupaten/kota mencakup 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah 

(PAT), Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. 

PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak 

ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung pembiayaan 

pembangunan daerah. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

pembayaran PBB-P2 berperan penting dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. 
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Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, kecuali kawasan usaha perkebunan, 

perhutanan, dan pertambangan. Menurut Mardiasmo (2023:401–402), klasifikasi objek pajak 

didasarkan pada nilai jualnya dengan mempertimbangkan faktor lokasi, peruntukan, 

pemanfaatan, kondisi lingkungan, serta bahan dan konstruksi bangunan. Namun, tidak semua 

bumi dan bangunan dikenakan PBB-P2. Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2022, 

objek yang dikecualikan meliputi aset pemerintah yang memenuhi ketentuan, objek untuk 

kepentingan umum yang tidak bertujuan mencari keuntungan, tempat pemakaman dan 

peninggalan purbakala, kawasan hutan tertentu, objek milik perwakilan diplomatik dan 

organisasi internasional yang memenuhi persyaratan, serta objek lain yang dikecualikan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022, subjek PBB-P2 

adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat dari 

bumi, serta memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat dari bangunan. Dengan demikian, 

penentuan subjek pajak tidak hanya didasarkan pada kepemilikan, tetapi juga pada penguasaan 

dan pemanfaatan objek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pembayaran PBB-

P2 dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau dokumen ketetapan 

pajak yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Wajib pajak harus melunasi pajak sesuai 

dengan batas waktu yang ditetapkan. Apabila terjadi keterlambatan, wajib pajak dapat dikenai 

sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan pajak yang belum 

dilunasi dapat ditagih melalui mekanisme penagihan pajak daerah. Pembayaran dilakukan 

melalui tempat atau saluran pembayaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Farhan et al. (2025:99), kepatuhan 

pajak berperan penting dalam mendukung kelancaran sistem perpajakan dan pembangunan 

negara. Sementara itu, Yulianti (2022:3) menjelaskan bahwa kepatuhan berkaitan dengan 

kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak. Indikator kepatuhan meliputi pendaftaran 

wajib pajak, penyampaian surat pemberitahuan, penghitungan dan pembayaran pajak 

terutang, serta pelunasan tunggakan (Risa & Sari, 2021). Tingkat kepatuhan tersebut 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman mengenai hak dan kewajiban 

perpajakan, kondisi sosial dan ekonomi, keadilan pajak, transparansi, serta efektivitas 

penegakan hukum (Farhan et al., 2025:99; Judijanto, 2024:3). 

Pelayanan pajak merupakan bentuk pelayanan publik yang membantu masyarakat 

memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Ermawati et al. (2022:61), kualitas 

pelayanan dapat ditingkatkan melalui kompetensi petugas, perbaikan fasilitas, dan 

pemanfaatan teknologi informasi. Sejalan dengan itu, Adreansya dan Farina (2022:2) 

menjelaskan bahwa pelayanan pajak mencakup penyuluhan, bimbingan, dan konsultasi yang 

diberikan oleh petugas kompeten untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya secara 

tepat waktu. Selain pelayanan, pengetahuan perpajakan juga berperan dalam membentuk 

kepatuhan wajib pajak. Menurut Naradiasari dan Wahyudi (2022:3), pengetahuan perpajakan 

dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun nonformal sehingga wajib pajak mampu 

melaksanakan kewajibannya dengan benar. Mulyati (2021) menambahkan bahwa pengetahuan 
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perpajakan mencakup pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, 

sistem perpajakan di Indonesia, serta fungsi pajak bagi masyarakat dan negara. 

Faktor lain yang berkaitan dengan kepatuhan adalah sanksi pajak, yaitu konsekuensi yang 

dikenakan kepada wajib pajak atas pelanggaran ketentuan perpajakan. Menurut Mardiasmo 

(2023:425–426), pelanggaran dapat berupa tidak menyampaikan dokumen perpajakan, 

keterlambatan pembayaran, penyampaian data yang tidak benar, maupun pemalsuan dokumen. 

Maxuel dan Primastiwi (2021:2) menyatakan bahwa sanksi perpajakan bertujuan mencegah 

pelanggaran dan mendorong wajib pajak mematuhi peraturan. Dengan demikian, penerapan 

sanksi diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

Perhitungan PBB-P2 didasarkan pada tarif pajak yang berlaku dan Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Menurut 

Mardiasmo (2023:431–432), NJOP merupakan nilai objek pajak yang ditentukan berdasarkan 

harga rata-rata transaksi jual beli yang wajar atau metode penilaian lain sesuai ketentuan, 

sedangkan NJOPTKP merupakan bagian dari nilai objek pajak yang tidak dikenakan pajak sesuai 

batas yang ditetapkan pemerintah daerah. Oleh karena itu, besarnya PBB-P2 yang terutang 

ditentukan berdasarkan nilai objek pajak, pengurangan yang berlaku, serta tarif yang 

ditetapkan sesuai peraturan daerah. 

 

3. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis pengaruh pelayanan 

pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan masyarakat dalam 

membayar PBB-P2 di Desa Ammat Induk, Kecamatan Tampan’Amma. Populasi penelitian 

berjumlah 83 wajib pajak, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sensus sehingga 

seluruh populasi dijadikan responden. Data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui 

kuesioner dan data sekunder berupa dokumentasi penerimaan PBB-P2 tahun 2023–2025. 

Pengukuran variabel menggunakan skala Likert 1–5. Data dianalisis menggunakan regresi linear 

berganda dengan bantuan SPSS versi 29, yang mencakup uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, 

uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R²) untuk menguji pengaruh variabel independen 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

 

Hasil Uji Validitas 

Hasil ujı validitas instrumen penelitian dengan menggunakan software in 

Statistical Program for Social Science (SPSS 29) terangkum dalam tabel 1 berikut ini: 

 
Tabel 1 Hasil Uji Validitas 

Variabel Indikator r Hitung r Tabel Sig Alpha Status 

Pelayanan Pajak 
(X1) 

X1.1 0.883 0.2159 <.001 0,05 Valid 

X1.2 0.839 0.2159 <.001 0,05 Valid 

X1.3 0.780 0.2159 <.001 0,05 Valid 

X1.4 0.710 0.2159 <.001 0,05 Valid 

X1.5 0.694 0.2159 <.001 0,05 Valid 

X2.1 0.810 0.2159 <.001 0,05 Valid 
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Variabel Indikator r Hitung r Tabel Sig Alpha Status 

Pengetahuan 

Perpjakan (X2) 

X2.2 0.688 0.2159 <.001 0,05 Valid 

X2.3 0.903 0.2159 <.001 0,05 Valid 

X2.4 0.851 0.2159 <.001 0,05 Valid 

X2.5 0.708 0.2159 <.001 0,05 Valid 

X2.6 0.553 0.2159 <.001 0,05 Valid 

Sanksi Pajak X3 

X3.1 0.677 0.2159 <.001 0,05 Valid 

X3.2 0.847 0.2159 <.001 0,05 Valid 

X3.3 0.838 0.2159 <.001 0,05 Valid 

Kepatuhan 

Membayar Pajak 

Bumi dan 
Bangunan (Y) 

Y.1 0.862 0.2159 <.001 0,05 Valid 

Y.2 0.788 0.2159 <.001 0,05 Valid 

Y.3 0.638 0.2159 <.001 0,05 Valid 

Y.4 0.806 0.2159 <.001 0,05 Valid 

Y.5 0.573 0.2159 <.001 0,05 Valid 

Y.6 0.764 0.2159 <.001 0,05 Valid 

Y.7 0.669 0.2159 <.001 0,05 Valid 

 

Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026) 

 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap 83 responden, seluruh item pernyataan pada 

variabel pelayanan pajak (X1), pengetahuan perpajakan (X2), sanksi pajak (X3), dan kepatuhan 

membayar PBB-P2 (Y) dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai korelasi terendah masing-

masing variabel sebesar 0,694; 0,553; 0,677; dan 0,573, yang lebih besar dari r tabel sebesar 

0,2159, dengan nilai signifikansi seluruh item kurang dari 0,001. Dengan demikian, seluruh 

instrumen penelitian memenuhi kriteria validitas dan layak digunakan dalam analisis 

selanjutnya. 

 

Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan SPSS dengan melihat nilai Cronbach’s Alpha. 

Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,60. Berdasarkan hasil 

pengujian, seluruh variabel memenuhi kriteria reliabilitas sehingga kuesioner layak digunakan 

dalam penelitian, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach' 

Alpha 
Standar Keterangan 

 Pelayanan Pajak (X1) 0,830 0,6 Reliabel 
 

Pengetahuan Pajak (X2) 0,853 0,6 Reliabel 
 

Sanksi Pajak (X3) 0,694 0,6 Reliabel 
 

Kepatuhan Membayara Pajak Bumi dan 
Bangunan (Y) 

0,849 
 

 

0,6 Reliabel 
 

Sumber: Data Olahan SPSS 29  (2026) 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 2, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach’s 

Alpha lebih dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian reliabel dan memiliki 
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konsistensi yang baik sehingga layak digunakan dalam penelitian. 

 

Deskriptif Statistik 

1. Pelayanan Pajak (X1) 

Pada variabel Pelayanan Pajak, kuesioner penelitian terdiri atas 5 butir pernyataan yang 

disusun berdasarkan indikator-indikator yang merepresentasikan variabel tersebut. Adapun hasil 

pengolahan data dari pernyataan tersebut disajikan sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pelayanan (X2) 

 

No Indikator Pernyataan 
Sangat 
Tidak 

Setuju (1) 

 Tidak 
setuju 

(2) 
Kurang 

setuju (3)  Setuju (4) 
 Sangat 

Setuju (5) 

Total 

 

 F % F % F % F % F % F %  

1 
Petugas Pelayanan yang 
menangani Pembayaran PBB-
P2 sangat cermat dalam 
penyelesaian administrasi 
pembayaran 
 
 
 

3 4% 2 2% 17 20% 57 69% 4 5% 83 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Pelayanan pembayaran PBB-
P2 dilayani dengan cepat 

2 2% 4 5% 19 23% 53 64% 5 6% 83 100% 

 

 

 

 

3 

Petugas yang menangani 
PBB-P2 selalu membantu 
apabila wajib pajak yang 
mengalami kesulitan dan 
bingung dalam membayar 
pajak. 

2 0% 8 10% 34 43% 37 47%   0% 79 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Pelayanan keberatan dan 
pengurangan Prosedurnya 
mudah pada saat saya 
megajukan keberatan dan 
pengurangan 

2 2% 9 11% 52 63% 19 23% 1 1% 83 100% 
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No Indikator Pernyataan 
Sangat 
Tidak 

Setuju (1) 

 Tidak 
setuju 

(2) 
Kurang 

setuju (3)  Setuju (4) 
 Sangat 

Setuju (5) 

Total 

 

 F % F % F % F % F % F %  

 

 

5 

Petugas yang menangani 
PBB-P2 sering mengingatkan 
mengenai jatuh tempo 
pembayaran pajak 

0 0% 2 2% 13 16% 36 43% 32 39% 83 100% 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber: Data Olahan (2026) 

 

Berdasarkan hasil pada Tabel 3, mayoritas responden menyatakan setuju bahwa 

pelayanan pajak yang diberikan petugas sudah baik serta memudahkan masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan perpajakan. 

 

Pengetahuan Perpajakan  

 

Tabel 4 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan (X2) 

No 
Indikator 

Pernyataan 

Sangat Tidak 
Setuju (1) 

 Tidak 
setuju (2) 

Kurang 
setuju (3) 

 Setuju (4) 
 Sangat 

Setuju (5) 
Total 

 
 F % F % F % F % F % F % 
 

1 

 
 
 
 
Pemahaman tentang 
PBB-P2 PBB-P2 
adalah pajak yang 
dikenakan atas bumi 
dan bangunan 
seperti tanah, 
pekarangan, sawah, 
jalan tol, bangunan 
rumah dan 
bangunan mewah 
lainnya 
 
 
 
 

5 6% 19 23% 32 39% 25 30% 2 2% 83 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

 
 
PBB-P2 merupakan 
salah satu sumber 

0 0% 4 5% 20 24% 44 53% 15 18% 83 100% 
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No 
Indikator 

Pernyataan 

Sangat Tidak 
Setuju (1) 

 Tidak 
setuju (2) 

Kurang 
setuju (3) 

 Setuju (4) 
 Sangat 

Setuju (5) 
Total 

 
 F % F % F % F % F % F % 
 

dana Pembangunan 
di Indonesia 

 

 

3 

PBB-P2 digunakan 
untuk membiayai 
pengeluaran 
fasilitas-fasilitas 
umum seperti jalan 
raya, jembatan, 
terminal 

13 16% 20 24% 33 40% 15 18% 2 2% 83 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 
 
Pemahaman 
Tentang peraturan 
dan ketentuan PBB-
P2 Tempat ibadah, 
makam, hutan 
lindung, dan 
museum adalah 
objek pajak yang 
tidak dikenakan 
pajak 

20 24% 23 28% 32 39% 7 8% 1 1% 83 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Jatuh tempo 
pembayaran PBB-P2 
adalah 6 bulan sejak 
diterima surat 
pemberitahuan 
pajak terutang 

3 4% 14 17% 29 35% 30 36% 7 8% 83 100% 

 

 
 

 

 

 

 

6 

Barang siapa 
melanggar Undang-
Undang PBB-P2 
akan dikenakan 
sanksi berupa denda 
administrasi 
ataupun pidana 
penjara 

0 0% 2 2% 7 8% 33 40% 41 49% 83 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data Olahan (2026) 
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  Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan pada Tabel 4, diketahui bahwa 

sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa mereka telah memiliki pengetahuan 

mengenai informasi perpajakan. Pengetahuan tersebut dinilai dapat membantu responden 

dalam memahami informasi serta prosedur yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Ammat Induk, Kecamatan Tampan’Amma. 

 

Sanksi Pajak 

Pada variabel Sanksi Pajak, instrumen penelitian yang digunakan dalam kuesioner terdiri 

atas 3 butir pernyataan yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang mencerminkan 

variabel tersebut. Hasil pengolahan data mengenai jawaban responden terhadap variabel Sanksi 

Pajak disajikan pada Tabel 5 berikut: 

 

Tabel 5 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Sanksi Pajak (X3) 

No 
Indikator 

Pernyataan Sangat Tidak 
Setuju (1) 

 Tidak 
setuju (2) 

Kurang 
setuju (3)  Setuju (4) 

 Sangat 
Setuju (5) 

Total 

 
 F % F % F % F % F % F %  

1 

Saya setuju 
apabila tidak 
membayar PBB-
P2 maupun 
terlambat 
dalam 
membayar PBB-
P2 akan 
dikenakan 
sanksi 

0 0% 0 0% 2 2% 48 58% 33 40% 83 100% 

 

 
 

 

 

 

 

2 

Sanksi pajak 
mampu 

membuat saya 
tidak 

mengulangi 
kesalahan atas 
keterlambatan 

pembayaran 
pajak bumi dan 

bangunan 

0 0% 4 5% 7 8% 37 45% 35 42% 83 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

3 

Saya setuju 
sanksi pajak 

yang dikenakan 
berupa denda 

dan juga 
kurungan 

penjara bagi 
yang melanggar 
dan terlambat 

membayar PBB-
P2 

2 2% 1 1% 8 10% 36 43% 36 43% 83 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data Olahan (2026) 

 

Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa 

sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa mereka telah memahami sanksi yang akan 
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dikenakan apabila terlambat atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Pemahaman 

tersebut mendorong responden untuk lebih berhati-hati dan berupaya memenuhi kewajiban 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tepat waktu di Desa 

Ammat Induk, Kecamatan Tampan’Amma. 

 

Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y) 

Berdasarkan hasil olahan data mayoritas responden menunjukkan kecenderungan patuh 

dalam membayar PBB-P2. Sebanyak 64% responden setuju dan 27% sangat setuju bahwa 

pembayaran PBB-P2 tidak memberatkan. Selain itu, 66% responden setuju dan 28% sangat setuju 

untuk mematuhi peraturan perpajakan, sedangkan 64% setuju melaporkan perubahan 

kepemilikan tanah dan bangunan.  

Pada indikator pembayaran rutin setiap tahun, 49% responden menyatakan sangat setuju 

dan 46% setuju. Namun, pada pernyataan mengenai hambatan pembayaran, 47% responden 

menyatakan kurang setuju bahwa mereka tidak pernah mengalami kendala, sedangkan 40% 

setuju dan 6% sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat 

memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam membayar PBB-P2, kendala pembayaran masih 

dirasakan oleh sebagian responden. 

 

Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen 

dalam model regresi memiliki distribusi data yang normal. Pada penelitian ini, pengujian 

normalitas dilakukan dengan menggunakan grafik histogram, One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test, serta Normal Probability Plot. Hasil pengujian normalitas tersebut selanjutnya disajikan 

pada Gambar 1 berikut. 

 

Gambar 1. Grafik Uji Normalitas Histogram 

 

Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026) 

 

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa grafik histogram menunjukkan pola distribusi 

yang menyerupai lonceng dan penyebaran residual berada di sekitar nilai 0. Dengan demikian, 

secara visual residual dalam model regresi dapat dikatakan berdistribusi normal atau memenuhi 

asumsi normalitas. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengamatan pada grafik histogram, data 

dalam penelitian ini dapat dikatakan memiliki distribusi yang normal. Selanjutnya, untuk 

memperkuat hasil pengujian normalitas secara statistik, dilakukan uji One-Sample Kolmogorov-
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Smirnov dengan menggunakan program SPSS versi 29 sebagai berikut. 

 

Gambar 2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Analisis Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026) 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 > 0,05, sehingga residual pada model regresi 

dinyatakan berdistribusi normal. Hasil ini didukung oleh grafik Normal P-P Plot yang 

menunjukkan bahwa titik-titik cenderung mengikuti garis diagonal. Dengan demikian, asumsi 

normalitas dalam model regresi telah terpenuhi (Ghozali, 2021:191). 

 

Gamabar 3 Grafik Normal P-P Plot Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026) 

 

Berdasarkan Gambar 3 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual, dapat dilihat 

bahwa titik-titik data sebagian besar berada di sekitar dan mengikuti garis diagonal dari kiri 

bawah ke kanan atas. Walaupun terdapat beberapa titik yang sedikit menyimpang dari garis 

diagonal, penyimpangan tersebut masih relatif kecil. Dengan demikian, berdasarkan kriteria 

tersebut, data residual pada model regresi penelitian ini dapat dikatakan berdistribusi normal, 

sehingga asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi. 

 

Hasil Uji Multikolinearitas 
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Imam Ghozali (2021) menjelaskan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas, jika nilai 

tolerance < 1,00 dan nilai VIF < 10,00. Semakin tinggi nilai VIF-nya maka semakin serius 

permasalahan multikolinearitasnya. 

 

Gambar 4. Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026) 

 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel Coefficients, diketahui bahwa variabel 

Pelayanan Pajak (X1) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,784 dan VIF sebesar 1,275. Variabel 

Pengetahuan Perpajakan (X2) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,697 dan VIF sebesar 1,435, 

sedangkan variabel Sanksi Pajak (X3) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,679 dan VIF sebesar 

1,473. Berdasarkan kriteria tersebut, seluruh variabel memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 

dan nilai VIF kurang dari 10,00. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi 

dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Imam Ghozali (2021:139) Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas 

(bergelombang, melebar, kemudian menyempit) pada gambar scatterplot, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

 

Gambar 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: Data olahan SPSS 29 (2026) 

 

  Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Scatterplot di atas, dapat dilihat bahwa 

titik-titik menyebar secara acak di sekitar angka 0 pada sumbu Y. Titik-titik tersebut juga 

tersebar di atas dan di bawah angka 0 serta tidak membentuk pola tertentu, seperti pola 

bergelombang, melebar, atau menyempit. Penyebaran titik yang tidak membentuk pola 

tersebut menunjukkan bahwa varians residual relatif konstan. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil pengolahan data regresi menggunakan program SPSS versi 29, 

diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. 

 

Gambar 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026) 

 

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, diperoleh persamaan (Y = 15,440 + 0,260X_1 

+ 0,275X_2 + 0,287X_3 + e). Hasil pengujian menunjukkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2 dengan koefisien 0,260 dan 

signifikansi 0,029, sedangkan pengetahuan perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan 

dengan koefisien 0,275 dan signifikansi 0,002.  

Sementara itu, sanksi pajak memiliki koefisien positif sebesar 0,287, tetapi tidak 

berpengaruh signifikan karena nilai signifikansinya 0,165 > 0,05. Dengan demikian, kepatuhan 

masyarakat dalam membayar PBB-P2 dipengaruhi secara signifikan oleh pelayanan pajak dan 

pengetahuan perpajakan, sedangkan pengaruh sanksi pajak belum terbukti signifikan. 

 

Gambar 7. Hasil Koefisien Korelasi dan Determinasi (R²) 

 

 

 

 

 

 

           Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026) 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada Gambar 7, diperoleh nilai R sebesar 0,587 yang 

menunjukkan hubungan antara pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak 

dengan kepatuhan membayar PBB-P2. Nilai R Square sebesar 0,345 menunjukkan bahwa ketiga 

variabel independen mampu menjelaskan 34,5% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan 

65,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Sementara itu, nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,320 menunjukkan bahwa kemampuan model setelah penyesuaian mencapai 

32%, dengan nilai Standard Error of the Estimate sebesar 2,702 sebagai ukuran kesalahan 

prediksi model regresi. 
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Hasil Uji F 

Hasil pengujian hipotesis secara keseluruhan (Uji F) dapat dilihat pada Gambar 8  dibawah ini: 

 

Gambar 8 Hasil Uji F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026) 

 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 13,874 dengan 

signifikansi < 0,001 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak, pengetahuan 

perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

membayar PBB-P2. Dengan demikian, model regresi dinyatakan layak digunakan, sehingga 

hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh ketiga variabel secara bersama-sama dapat 

diterima, meskipun sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial. 

 

Uji t 

Hasil pengujian hipotesis (Uji t) secara parsial dapat dilihat pada Gambar 9 bawah ini: 

 

Gambar 4.9 Hasil Uji Signifikansi (Uji t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026) 

 

Pengaruh Pelayanan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y) 

Nilai degree of freedom (df) memakai rumus (df = n – k-1) . Dari yang ada bisa diperoleh 

nilai df = 83-3-1= 79 sehingga nilai df = 79. Pada tabel Coefficients, variabel Pelayanan Pajak 

(X1) diperoleh nilai thitung sebesar 2,228, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,990. Dengan 

demikian, nilai thitung > ttabel, yaitu 2,228 > 1,990.  

Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,029 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan 

Pelayanan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Y) pada Desa Ammat Induk. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan 
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pajak yang diberikan kepada masyarakat, maka semakin tinggi pula kepatuhan masyarakat 

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

 

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y) 

Pada tabel Coefficients, variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) diperoleh nilai thitung 

sebesar 3,190, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,990. Dengan demikian, nilai thitung > ttabel, 

yaitu 3,190 > 1,990. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,002 < 0,05. Berdasarkan hasil 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh positif dan 

signifikan Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y) pada Desa Ammat Induk. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin baik pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula 

kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

 

Pengaruh Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y) 

Pada tabel Coefficients, variabel Sanksi Pajak (X3) diperoleh nilai thitung sebesar 1,402, 

sedangkan nilai ttabel sebesar 1,990. Dengan demikian, nilai thitung < ttabel, yaitu 1,402 < 

1,990. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,165 > 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang berarti Sanksi Pajak (X3) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y) pada 

Desa Ammat Induk.  

Meskipun nilai koefisien regresi Sanksi Pajak menunjukkan arah positif sebesar 0,287, 

pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, peningkatan Sanksi Pajak 

belum dapat dibuktikan memberikan pengaruh yang nyata terhadap kepatuhan masyarakat 

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

 

Pembahasan 

Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan pada Desa Ammat Induk 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan membayar PBB-P2 di Desa Ammat Induk, sehingga H1 diterima. Temuan ini 

sejalan dengan Teori Atribusi (Attribution Theory), yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk kualitas pelayanan pajak. Hasil ini 

juga didukung oleh penelitian Zagita dan Marlinah (2022), Kolong et al. (2022), Nini et al. 

(2022), serta Sania dan Nababan (2021). Dengan demikian, pelayanan yang baik melalui 

informasi yang jelas, prosedur pembayaran yang mudah, dan pendampingan kepada wajib pajak 

dapat mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2. 

 

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Desa Ammat Induk 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan pada Desa Ammat Induk. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung yang lebih besar 

daripada t tabel dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan. 

Dengan demikian, H2 diterima, yang berarti Pengetahuan Perpajakan secara parsial 

berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2. Pengaruh positif tersebut menunjukkan 

bahwa semakin baik pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, tata cara 

pembayaran, batas waktu pembayaran, dan manfaat pajak, maka semakin tinggi pula 

kecenderungan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB-P2. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Atribusi (Attribution Theory) yang menjelaskan 

bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam 

penelitian ini, pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mendorong wajib 

pajak untuk memenuhi kewajibannya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan 

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2. Hal ini 

berarti bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki, semakin tinggi pula 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.  

Temuan dalam penelitian ini didukung oleh peneliti terdahulu yaitu Firmansyah dan 

Maryono (2022) serta Zagita dan Marlinah (2022), yang menunjukkan bahwa pengetahuan 

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Temuan tersebut memperkuat 

pandangan bahwa pemahaman mengenai peraturan dan prosedur perpajakan dapat membantu 

wajib pajak menjalankan kewajibannya secara lebih baik. 

Dalam konteks Desa Ammat Induk, pengetahuan perpajakan menjadi penting karena 

pemahaman yang memadai dapat membantu masyarakat mengetahui alasan pembayaran PBB-

P2, kewajiban yang harus dipenuhi, serta prosedur yang perlu dilakukan. Ketika masyarakat 

memperoleh informasi yang benar dan mudah dipahami, hambatan akibat kurangnya 

pemahaman dapat dikurangi. Hal ini dapat mendukung terbentuknya perilaku yang lebih patuh 

dalam membayar pajak. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung penggunaan Teori Atribusi untuk 

menjelaskan bahwa faktor internal berupa pengetahuan perpajakan berkaitan dengan perilaku 

kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, edukasi dan penyebaran informasi perpajakan yang 

mudah dipahami perlu ditingkatkan agar masyarakat Desa Ammat Induk dapat memahami dan 

melaksanakan kewajiban membayar PBB-P2 dengan lebih baik. 

 

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan pada Desa Ammat Induk 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan membayar PBB-P2 di Desa Ammat Induk, sehingga H3 ditolak. Temuan ini 

menunjukkan bahwa sanksi pajak belum terbukti mendorong kepatuhan secara nyata. Dalam 

perspektif Teori Atribusi (Attribution Theory), sanksi merupakan faktor eksternal yang 

diharapkan dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Namun, pengaruhnya dalam penelitian 

ini belum signifikan, yang kemungkinan berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai 

sanksi dan pertimbangan lain dalam memenuhi kewajiban perpajakan.  

Hasil ini sejalan dengan penelitian Andana et al. (2022) yang menyatakan bahwa sanksi 

pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebaruan penelitian ini terletak 

pada pengujian pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara bersama-

sama dalam konteks wajib pajak PBB-P2 di Desa Ammat Induk. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelayanan pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan, 

sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan 

masyarakat perlu didukung oleh pelayanan yang baik dan peningkatan pengetahuan perpajakan, 

disertai penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

5.Kesimpulan 

Kesimpulan dan Saran: Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pelayanan pajak, 

pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar PBB-P2 di Desa 

Ammat Induk, dapat disimpulkan bahwa pelayanan pajak dan pengetahuan perpajakan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa 

pelayanan yang baik serta pemahaman perpajakan yang memadai dapat mendorong masyarakat 
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memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sementara itu, sanksi pajak tidak berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap kepatuhan. Namun, secara simultan, pelayanan pajak, 

pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

membayar PBB-P2. 

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang diberikan yaitu. Pemerintah desa dan instansi 

perpajakan diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan informasi yang 

jelas, prosedur pembayaran yang mudah, serta sosialisasi mengenai ketentuan dan manfaat PBB-

P2. Penerapan sanksi perlu dilakukan secara konsisten sesuai peraturan yang berlaku dan 

disertai edukasi kepada masyarakat. Wajib pajak juga diharapkan lebih aktif mencari informasi 

dan membayar pajak tepat waktu. Selanjutnya, peneliti lain disarankan mengkaji variabel 

tambahan dan wilayah penelitian yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas 

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pembayaran PBB-P2. 
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	Gambar 1. Grafik Uji Normalitas Histogram
	Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026)
	Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang menyerupai lonceng dan penyebaran residual berada di sekitar nilai 0. Dengan demikian, secara visual residual dalam model regresi dapat dikatakan berdistribusi...
	Gambar 2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Analisis Kolmogorov-Smirnov Test
	Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026)
	Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 > 0,05, sehingga residual pada model regresi dinyatakan berdistribusi normal. Hasil ini didukung oleh grafik Normal P-P Plot ya...
	Gamabar 3 Grafik Normal P-P Plot Hasil Uji Normalitas
	Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026)
	Berdasarkan Gambar 3 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual, dapat dilihat bahwa titik-titik data sebagian besar berada di sekitar dan mengikuti garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Walaupun terdapat beberapa titik yang sedikit m...
	Hasil Uji Multikolinearitas
	Imam Ghozali (2021) menjelaskan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas, jika nilai tolerance < 1,00 dan nilai VIF < 10,00. Semakin tinggi nilai VIF-nya maka semakin serius permasalahan multikolinearitasnya.
	Gambar 4. Hasil Uji Multikolinearitas
	Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026)
	Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel Coefficients, diketahui bahwa variabel Pelayanan Pajak (X1) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,784 dan VIF sebesar 1,275. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,697 da...
	Hasil Uji Heteroskedastisitas
	Imam Ghozali (2021:139) Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) pada gambar scatterplot, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.
	Gambar 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas
	Sumber: Data olahan SPSS 29 (2026)
	Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Scatterplot di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di sekitar angka 0 pada sumbu Y. Titik-titik tersebut juga tersebar di atas dan di bawah angka 0 serta tidak membentuk pola tert...
	Analisis Regresi Linier Berganda
	Berdasarkan hasil pengolahan data regresi menggunakan program SPSS versi 29, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut.
	Gambar 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
	Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026)
	Berdasarkan hasil regresi linear berganda, diperoleh persamaan (Y = 15,440 + 0,260X_1 + 0,275X_2 + 0,287X_3 + e). Hasil pengujian menunjukkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2 dengan koefisien ...
	Sementara itu, sanksi pajak memiliki koefisien positif sebesar 0,287, tetapi tidak berpengaruh signifikan karena nilai signifikansinya 0,165 > 0,05. Dengan demikian, kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2 dipengaruhi secara signifikan oleh pelayan...
	Gambar 7. Hasil Koefisien Korelasi dan Determinasi (R²)
	Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026)
	Berdasarkan hasil pengujian pada Gambar 7, diperoleh nilai R sebesar 0,587 yang menunjukkan hubungan antara pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak dengan kepatuhan membayar PBB-P2. Nilai R Square sebesar 0,345 menunjukkan bahwa keti...
	Hasil Uji F
	Hasil pengujian hipotesis secara keseluruhan (Uji F) dapat dilihat pada Gambar 8  dibawah ini:
	Gambar 8 Hasil Uji F
	Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026)
	Berdasarkan hasil uji F pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 13,874 dengan signifikansi < 0,001 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap...
	Uji t
	Hasil pengujian hipotesis (Uji t) secara parsial dapat dilihat pada Gambar 9 bawah ini:
	Gambar 4.9 Hasil Uji Signifikansi (Uji t)
	Sumber: Data Olahan SPSS 29 (2026)
	Pengaruh Pelayanan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y)
	Nilai degree of freedom (df) memakai rumus (df = n – k-1) . Dari yang ada bisa diperoleh nilai df = 83-3-1= 79 sehingga nilai df = 79. Pada tabel Coefficients, variabel Pelayanan Pajak (X1) diperoleh nilai thitung sebesar 2,228, sedangkan nilai ttabel...
	Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,029 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan Pelayanan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdes...
	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y)
	Pada tabel Coefficients, variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) diperoleh nilai thitung sebesar 3,190, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,990. Dengan demikian, nilai thitung > ttabel, yaitu 3,190 > 1,990. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,002 < 0,0...
	Pengaruh Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y)
	Pada tabel Coefficients, variabel Sanksi Pajak (X3) diperoleh nilai thitung sebesar 1,402, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,990. Dengan demikian, nilai thitung < ttabel, yaitu 1,402 < 1,990. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,165 > 0,05. Berdasa...
	Meskipun nilai koefisien regresi Sanksi Pajak menunjukkan arah positif sebesar 0,287, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, peningkatan Sanksi Pajak belum dapat dibuktikan memberikan pengaruh yang nyata terhadap kepatuh...
	Pembahasan
	Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Desa Ammat Induk
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2 di Desa Ammat Induk, sehingga H1 diterima. Temuan ini sejalan dengan Teori Atribusi (Attribution Theory), yang menjelaskan bahwa p...
	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Desa Ammat Induk
	Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Desa Ammat Induk. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung y...
	Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Atribusi (Attribution Theory) yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini, pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang dapa...
	Temuan dalam penelitian ini didukung oleh peneliti terdahulu yaitu Firmansyah dan Maryono (2022) serta Zagita dan Marlinah (2022), yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Temuan tersebut memperkuat ...
	Dalam konteks Desa Ammat Induk, pengetahuan perpajakan menjadi penting karena pemahaman yang memadai dapat membantu masyarakat mengetahui alasan pembayaran PBB-P2, kewajiban yang harus dipenuhi, serta prosedur yang perlu dilakukan. Ketika masyarakat m...
	Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung penggunaan Teori Atribusi untuk menjelaskan bahwa faktor internal berupa pengetahuan perpajakan berkaitan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, edukasi dan penyebaran informasi perpajak...
	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Desa Ammat Induk
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2 di Desa Ammat Induk, sehingga H3 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa sanksi pajak belum terbukti mendorong kepatuhan secara nyata. Dalam ...
	Hasil ini sejalan dengan penelitian Andana et al. (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak sec...
	5.Kesimpulan
	Kesimpulan dan Saran: Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar PBB-P2 di Desa Ammat Induk, dapat disimpulkan bahwa pelayanan pajak dan pengetahuan perpajakan b...
	Berdasarkan kesimpulan maka saran yang diberikan yaitu. Pemerintah desa dan instansi perpajakan diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan informasi yang jelas, prosedur pembayaran yang mudah, serta sosialisasi mengenai ketentuan da...
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